
  

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 32 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELIMPAHAN KEWENANGAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN 

Menimbang 

Mengingat —
a
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

bahwa dalam rangka efektivitas dan meningkatkan sistem 

pengendalian internal dan menampung aspirasi permasalahan 
teknis dalam pengelolaan keuangan perlu penyempurnaan 
pelimpahan wewenang dari pejabat pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan: 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian 
kewenangannya dalam pengelolaan keuangan, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan atas Pengelolaan 
Keuangan, 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573), 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322), 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63): 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157), 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Tahun 2020 Nomor 1781), 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN 

KEWENANGAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

n 
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10. 

El 

12, 

13. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat Provinsi Gorontalo sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo. 

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah 

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Pengelolaan Keuangan Daerah atau selanjutnya disebut dengan 

PKD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah. 

Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 

anggaran dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban belanja, mengadakan ikatan / perjanjian 

kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah 

ditetapkan, melaksanakan kegiatan secara swakelola, dan 

meminta pembayaran atas beban DPA-SKPD yang dikelolanya. 

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian tugas BUD. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD, 

Pejabat Penguji pejabat yang diberikan wewenang untuk 

melakukan pengujian atas permintaan pembayaran mengenai 

ketersediaan anggaran, kelengkapan, dan keabsahan hak tagih. 

Pejabat penandatangan perintah pembayaran adalah pejabat 

yang memerintahkan pembayaran atas beban APBD. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang menjalankan 
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14. 

15. 

16. 

IT. 

18. 

19, 

20. 

2. 

2D. 

tugas Kuasa Pengguna Anggaran. 

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 

1 (satu) tahun. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan 

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD 

sebelum disepakati dengan DPRD. 

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD. 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 

berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 

atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran foutput) dalam bentuk 

barang/jasa. 

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah. 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan 

untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat  DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
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23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang 

memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 

24. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 

untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai 

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 

dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 

melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

BAB II 

PELIMPAHAN KEWENANGAN 

Pasal 2 

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang 

berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan 

Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan 

sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip 

pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan 

menerima atau mengeluarkan uang yang terdiri atas: 

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah, 

b. kepala SKPKD selaku PPKD, dan, 

c. kepala SKPD selaku PA. 

BAB III 

KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Pasal 3 

(1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah mempunyai tugas, 

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, 

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, 

rancangan perubahan APBD, dan rancangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD, 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD, 

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan, dan 

AN 
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f. memimpin TAPD. 

(2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit 

meliputi: 

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan daerah, 

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah, 

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Pasal 4 

Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan 

tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. 

Pasal 5 

Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait 
dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala 
Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

BAB IV 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Pasal 6 

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang 
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada 

pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 

Pasal 7 

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah: 

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur 

dalam Perda, 

d. melaksanakan fungsi BUD, dan 

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 8 

(1) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang, 
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menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, 

mengesahkan DPA-SKPD, 

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, 

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas daerah, 

melaksanakan pemungutan pajak daerah, 

menetapkan anggaran kas dan SPD, 

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan 

atas nama pemerintah daerah, 

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah, 

i. menyajikan informasi keuangan daerah, dan 

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal 

penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan 

melalui RKUD.. 

(2) Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu. 

mengelola investasi, 

menetapkan anggaran kas, 

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D, 

membuka rekening Kas umum daerah, 

membuka rekening penerimaan, 

membuka rekening pengeluaran, dan 

menyusun laporan keuangan yang merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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Pasal 9 

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak 

daerah. 

Pasal 10 

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, 

sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari 

investasi tersebut. 

Pasal 11 

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. 
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BAB V 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

Pasal 12 

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD 

kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

Pasal 13 

Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

Pasal 14 

Kuasa BUD mempunyai tugas 

a. menyiapkan anggaran kas, 

b. menyiapkan SPD, 

c. menerbitkan SP2D, 

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, 

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan 

dalam pelaksanaan APBD, 

f. menyimpan uang daerah, 

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/menatausahakan investasi, 

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas 

Beban APBD, 

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama 

pemerintah daerah, 

melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan, 

k. melakukan penagihan piutang daerah. 

t
s
 

Pasal 15 

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan 

menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk 

ditetapkan oleh BUD, 

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola 

piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak 

tertagih atas investasi, 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan 

dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 

Pasal 16 

Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD 

A 
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Pasal 17 

Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) 

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran 

jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang 

kendali. 

Pasal 18 

Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, 

lokasi, dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. 

BAB VI 

PENGGUNA ANGGARAN 

Pasal 19 

Kepala SKPD ditetapkan selaku Pengguna Anggaran dan bertindak 

sebagai pejabat penanggungjawab pencapaian kinerja pelaksana 

program/dan kegiatan, penatausahaan, dan pelaporan. 

Pasal 20 

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA-SKPD, 

b. menyusun DPA-SKPD, 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan, 

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran, 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah, 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, 

h. menandatangani SPM, 

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya, 

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya, 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, 

Il. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD, 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 21 

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, 

meliputi: 

a. menyusun anggaran kas SKPD, 

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah, 

menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), 

menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial, 

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan 

pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah 

tersebut, dan 

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

d 
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Pasal 22 

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai 

wewenang, meliputi, 

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan 

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD): 

c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial, 

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dan 

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran 

Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 23 

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang 

melaksanakan pemungutan pajak daerah Pengguna Anggaran (PA) 

melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24 

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari 

pelaksanaan DPA-SKPD. 
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Pasal 25 

Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai 

akibat: 

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, 

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia 

barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun 

anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, dan 

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus 

dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya 

kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat: 

a. perjanjian atau perikatan, 

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, dan 

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA 

bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28 

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu 

oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas 

pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 29 

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 

kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 

Pasal 30 

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat 

melimpahkan pada kepala biro selaku KPA untuk melakukan 

pengelolaan keuangan 

(XS 
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BAB VII 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Pasal 31 

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala 

Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Pasal 32 

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran 

anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

Pasal 33 

Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan 

oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan 

yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. 

Pasal 34 

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap 

SKPD yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 35 

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah 

atas usul kepala SKPD. 

Pasal 36 

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja, 

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya, 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran, 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, 

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah, 

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi 

tanggung jawabnya, dan 

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 37 

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA. 

Pasal 38 

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan 

dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan 

kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA. 

Pasal 39 

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan 

jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 40 

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat 

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 41 

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai 

tugas: 

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus, 

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus, 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan, 

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus 

yang dipimpinnya, 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran, 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah, 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, 

h. menandatangani SPM, 

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya, 

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi 

bersifat khusus yang dipimpinnya, 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya, 

1. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD, 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat 
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khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 

daerah, dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 42 

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih 

pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada 

kepala Unit SKPD selaku KPA. 

BAB VIII 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

Pasal 43 

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan 

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK 

Pasal 44 

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 

Pasal 45 

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA 

meliputi: 

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 

teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD, 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 

Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, dan 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada 

Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan 

peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang/jasa. 

Pasal 46 

(1) Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan 

pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi: 

a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan 

b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub 

kegiatan,dan 

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub 

kegiatan kepada PA/KPA 

(2) tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan 
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anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub 

kegiatan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 46 huruf b 

meliputi : 

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegaitan/ sub 

kegiatan 

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan,dan 

c. menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 47 

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab 

kepada PA. 

Pasal 48 

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung 

jawab kepada KPA. 

Pasal 49 

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih 

mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. 

Pasal 50 

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di 

lngkungan SKPD/Unit SKPD. 

Pasal 51 

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi 

jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban 

kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif 

lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah. 

Pasal 52 

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi. 

Pasal 53 

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 54 

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan 
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pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA 

dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 

Pasal 55 

Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan 

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat 

di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan 

berintegritas. 

Pasal 56 

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki 

jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat 

fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh 

kepala daerah. 

BAB IX 

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 

Pasal 57 

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD. 

Pasal 58 

Pada SKPKD, PPK SKPD melaksankan fungsi tata usaha keuangan 

sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD. 

Pasal 59 

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan 

wewenang BLUD 

Pasal 60 

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang 

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 

Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu /Bendahara Khusus, dan/atau PPTK. 
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Pasal 61 

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 

PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan 

SKPD. 

BAB X 

BENDAHARA PENERIMAAN DAN 

BENDAHARA PENGELUARAN 

Bagian Kesatu 
Bendahara Penerimaan 

Pasal 62 

(1) Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan 

SKPKD atas usul PPKD selaku BUD 

(2) Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang 

menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas 

umum daerah, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang 

diterimanya. 

(3) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya 

kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara 

Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang 

bersangkutan. 

(4) Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD 

diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah 

melalui PPKD. 

(5) Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan 

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang 

ditetapkan kepala daerah. 

(6) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan 

Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan 

fungsional. 

(7) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara 

administratif dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan 

pada SKPD dan disampaikan kepada PA. 

(8) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab 

secara administratif dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan 

pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. 

(9) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara 

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
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secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan 

disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 

(10) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab 

secara fungsional dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan 

pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara 

Penerimaan. 

(11) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat 

menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara 

Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

pendapatan daerah. 

(12) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan 

lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

(13) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Bendahara Penerimaan. 

(14) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

disebut Pembantu Bendahara Penerimaan. 

Bagian Kedua 
Bendahara Pengeluaran 

Pasal 63 

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara 

pengeluaran kepada kepala daerah. 

(2) Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran 

untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam 

rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau 

pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. 

(3) Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas 

pertimbangan : 

a. besaran anggaran, 

b. rentang kendali,dan/atau 

c. lokasi. 

(X) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi 

bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kepala daerah menetapkan 

bendahara unit organisasi bersifat khusus. 

(5) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki 

tugas dan wewenang setara dengan Bendahara 

Pengeluaran. 
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(6) Bendahara Pengeluaran Pembantu secara 

administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan 

tugasnya kepada KPA. 

(7) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu bertanggung jawab secara administratif 

dan fungsional. 

(8) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara 

administratif dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban secara administratif atas 

pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA. 

(9) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab 

secara administratif dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban secara administratif atas 

pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan 

kepada KPA. 

(10) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara 

fungsional dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban secara fungsional atas 

pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada 

PPKD selaku BUD. 

(11) Bendahara pengeluaran pembantu bertanggungjawab 

secara fungsional dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban secara fungsional atas 

pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan 

kepada Bendahara Pengeluaran. 

(12) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat 

menetapkan pegawai yang bertugas membantu 

Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan 

efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran 

pembiayaan. 

(13) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara 

Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang 

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 

kepala SKPD. 

(14) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran 

bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 

(15) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

dilarang: 

d.melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan 

pemborongan, dan penjualan jasa, 

e. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan 

dan/atau penjualan jasa,dan 

f. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga 

keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara 

langsung maupun tidak langsung,dan 
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g. larangan berlaku Juga terhadap Bendahara
Penerirnaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, dan Bendahara KHusus.

(16} Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara 
Penerirnaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan 
terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau 
aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan 
pelaksanaan APBD. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 64 

Ketentuan mengenai Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh 
kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, 
serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku sejak 
Tanggal 4 Jan uari 2021. 

Pasal 65 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
pa�a tanggal _ _ _______ �o� 

DITANDA TAN GANI SECARA 

ELEKTRONIK OLEH 

RUSU HABIBI£ 

Gubernur Gorontalo 

20 

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 32

g.larangan berlaku juga terhadap Bendahara 

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran 

Pembantu, dan Bendahara KHusus. 

(16) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara 

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan 

terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau 

aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan 

pelaksanaan APBD. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 64 

Ketentuan mengenai Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh 

kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, 

serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku sejak 

Tanggal 4 Januari 2021. 

Pasal 65 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
pada tanggal 25 Juni 202) 

rara DITANDA TANGANI SECARA 
ELEKTRONIK OLEH : 

Gr 
3 Ta 

RUSLI HABIBIE 
Gubernur Gorontalo 
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pada tanggal 25 Juni 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

TTD 

DARDA DARABA 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 32 
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